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BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 132 TAIIUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tal1un 2004 Nomor 5, Tambahan Len1baran

Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);











Pasal 2 

Pedoman Penyusunan APB Desa meliputi: 

a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, RKP
Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana desa;

b. Prinsip Penyusunan APB Desa;

c. Kebijakan penyusunan APB Desa;

d. Teknis penyusunan APB Desa; dan

e. Hal khusus lainnya dalam penyusunan APB Desa.

Pasal3 

Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetal1uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal, 27 Desember 2021 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PASURUAN, 

              ttd.

ANANG SAIFUL �vVIJAYA 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal, 27 Desember 2021

BUPATI PASURUAN,

 ttd. 

M. IRSYAD YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NO MOR 132 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraft.

Sekretaris Daerah tV 
Asisten Pemerintahan 

\� dan Kesra 

Kepala Dinas PMD 

Kabag. Hukum 
--:;.ll 
-. 

Sckretaris Dinas PMD m 
Kepala Bidang BKKD 1, 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR : 132 TAHUN 2021 
TANGGAL: 27 DESEMBER 2021 

PEDOMAN PE:NYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN

DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Agar Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 dapat tercapai/ 

terwujud, maka pemerintah desa mendukung sesuai dengan potensi dan 

kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang

bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena 

ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan 

pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDesa) Tahun 2022. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam 

Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. 

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi menjadi pegangan dalam penyusunan 

APB Desa: 

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa

berdasarkan bidang dan kewenangannya.

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dari jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa. 

4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih

tinggi dan peraturan daerah lainnya.





















7. Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan

korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/7508/01-

16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal himbauan terkait Pengelolaan

Keuangan Desa/Dana Desa, kepada Kepala Desa untuk segera:

a. menerapkan prinsip-prinsip ta.ta kepemerintahan yang baik;

b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar

dalam pelaksanaannya; dan

c. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap

kemungkinan te1jadinya kebocoran keuangan Desa baik yang

bersumber dari APBN, APBD, PADesa maupun sumber keuangan

lainnya.

BUPATI PASURUAN,
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TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 
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Kepala Dinas 

Ii � PMD 
Ka.bag. Hukum // -i-
Sekretaris Dinas � I 

Kepala Bidang 

(J BKKD 
. 




